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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI 

DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN 

MINERAL LOGAM DAN BATUBARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penyediaan batubara untuk kepentingan dalam 

negeri terutama yang diperlukan untuk energi bagi 

kepentingan umum harus dijamin terus menerus untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 85A Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan 

Penjualan Mineral Logam dan Batubara;   

www.peraturan.go.id



2018, No.354 -2- 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6186); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan 

Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 980); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 07 

TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA 

PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA. 

 

Pasal I 

Diantara Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan 

Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 
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2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan 

Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 980) disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8A 

(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara untuk 

kepentingan dalam negeri, Menteri menetapkan harga 

jual batubara untuk kepentingan dalam negeri sesuai 

dengan kualitas batubara. 

(2) Penetapan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan 

umum. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Maret 2018 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

   ttd 

 

IGNASIUS JONAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Maret 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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